KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 875/2160/1985

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang
: a. Bahwa demi tertib administrasi Kepegawaian dan guna mempercepat proses penyelesaian surat-surat keputusan dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang memberikan kuasa untuk menanda tangani surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya yang menyangkut bidang kepegawaian dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

b. Bahwa Pejabat-pejabat yang ditunjuk di dalam keputusan ini memenuhi syarat dan mampu untuk diberi delegasi wewenang dan kuasa tanda tangan seperti tersebut dalam butir a diatas; 

c. Bahwa berhubung dengan itu, maka pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa untuk menanda tangani Suart-surat Keputusan dan Surat-surat lainnya yang menyangkut bidang Kepegawaian tersebut perlu di tetapkan dengan suatu Keputusan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 267 A Tahun 1982 tanggal 16 September 1982;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I  Jawa Tengah;

MEMPERHATIKAN
: 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 045/02/1984 tanggal 21 Januari 1984 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Oktober 1981 Nomor: 045/52/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
:  Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pendelegasian wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menanda tangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat lainnya di Bidang Kepegawaian dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk menanda tangani surat-surat keputusan mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan surat-surat biasa yang menyangkut bidang Kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah dan Satuan-satuan Khusus sepanjang mengenai :

(1). Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan eselon IV dan V, kecuali jabatan Kepala Sekolah Dasar oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

(2). Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah golongan ruang III/b sampai dengan III/d;

(3). Surat Keputusan tentang Mutasi Lain-lain (Pemindahan, Penempatan kembali, Pemberian/penarikan Perbantuan) Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah golongan ruang III/b sampai dengan  III/d;

(4). Salinan dan Petikan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan eselon II;

(5). Surat pernyataan Menduduki Jabatan untuk eselon II;

(6). Surat Edaran yang ditujukan kepada Satuan Organisasi di jajaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

(7). Pengumuman yang ditujukan kepada satuan organisasi dijajaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sampai dengan Pemerintah Desa;

(8). Surat Perintah yang ditujukan kepada para Pejabat dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada Asisten IV Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk menanda tangani Surat-surat mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah dan Satuan-satuan Khusus sepanjang mengenai :

(1). Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pengangkatn Calon menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat Jawa Tengah golongan ruang II/c sampai III/a;

(2). Surat Keputusan Mutasi Lain-lain (Pemindahan, Penempatan kembali, Pemberian/penarikan Perbantuan) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c sampai dengan III/a;

(3). Salinan dan Petikan Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan eselon III;

(4). Surat Pernyataan Menduduki Jabatan untuk jabatan eselon III.

Pasal 3

Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk menanda tangani Surat-surat keputusan tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Sekretariat wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah, satuan-satuan Khusus dan Surat-surat yang menyangkut bidang Kepegawaian sepanjang mengenai :
(1). Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengangkatan Calon menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang II/b kebawah;

(2). Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Mutasi Lain-lain (Pemindahan, Penempatan kembali, Pemberian/penarikan Perbantuan) Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang II/b kebawah;

(3). Salinan dan Petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan eselon IV dan V;

(4). Salinan dan Petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Kenaikan Pangkat, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengangkatn Calon menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang II/c kebawah;

(5). Surat Pernyataan Menduduki Jabatan untuk jabatan eselon IV dan V, kecuali jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat Indonesia Jawa Tengah;

(6). Surat-surat biasa yang ditujukan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen, jajaran Tingkat I, Tingkat II, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;

(7). Surat Kawat yang bersifat biasa mengenai Kepegawaian yang ditujukan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen, jajaran Tingkat I, Tingkat II dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;

(8). Laporan Kepegawaian yang ditujukan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Pasal 4
Memberikan kuasa kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah menanda tangani Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan dalam Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah, satuan-satuan Khusus dan Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Tingkat II sepanjang mengenai :

(1). Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan-jabatan Wilayah eselon IV dan V, jabatan-jabatan eselon IV dan V dilingkungan Satuan Kerja Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat I, serta jabatan-jabatan eselon IV dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat II;
(2). Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Mutasi Lain-lain (Pemindahan, Penempatan kembali, penerimaan/penarikan perbantuan) Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang III/b sampai dengan III/d.

Pasal 5

Memberikan kuasa kepada Asisten IV Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah menanda tangani Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah dan Satuan-satuan Khusus serta Pegawai Negeri Sipil Pusat dipernatukan/dipekerjakan pada Daerah Tingkat II sepanjang mengenai :

(1). Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Kenaikan pangkat, Pengangkatan Calon Pegawai, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/c sampai dengan II/a;
(2). Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Mutasi lain-lain (Pemindahan, Penempatan kembali, penerimaan/penarikan perbantuan) Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/b sampai dengan III/a.

Pasal 6

Memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah menanda tangani Surat-surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah, Satuan-satuan Khusus dan Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Tingkat II yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang mengenai :

(1). Surat-surat keputusan tentang Kenaikan pangkat, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/b kebawah;
(2). Surat-surat keputusan tentang Mutasi lain-lain (Pemindahan, Penempatan kembali, penerimaan/penarikan perbantuan) Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/b kebawah;

(3). Salinan dan Petikan Surat-surat Keputusan Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/d, Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan dari dan dalam jabatan-jabatan Wilayaheselon IV dan V serta Salinan dan Petikan Surat-surat keputusan tentang Lain-lain Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/c keatas.

Pasal 7

Memberikan kuasa kepada Kepala Bagian mutasi Pegawai Pusat pada Biro Kepegawaian untuk menanda tangani Salinan dan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan, Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil diperbantukan/dipekerjakan serta mutasi lain-lain Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan golongan ruang II/b kebawah dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah, Satuan Khusus dan Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Tingkat II yang Mutasi Kepegawaiannya menjadi Wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 8

Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Bagian mutasi Pegawai Daerah pada Biro Kepegawaian untuk menanda tangani Salinan dan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah tentang Kenaikan Pangkat, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Mutasi Lain-lain Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah golongan ruang II/b kebawah dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Dinas-dinas Daerah, Kantor Pembantu Gubernur dan Satuan-satuan Khusus.

Pasal 9

Memberikan delegasi wewenang kepada para pejabat Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas-dinas Daerah, dan Satuan-satuan Khusus untuk menanda tangani legalisasi turunan/foto copy Surat-surat Keputusan dan surat-surat Kepegawaian lainnya dalam lingkungan masing-masing.

Pasal 10

Apabila Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Asisten IV Sekretariat Wilayh/Daerah Tingkat I Jawa Tengah berhalangan, maka penanda-tanganan surat keputusan Salinan dan Petikan Surat-surat Keputusan dan Surat-surat  lainnya yang menjadi kewenangan Pejabat-pejabat tersebutdapat dilakukan oleh pejabat setingkat dibawahnya.

Pasal 11

Memberi delegasi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk menetapkan Keputusan tentang Mutasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

(1). Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/d kebawah.

(2). Pengangkatan kembali dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/c kebawah.

Pasal 12
(1). Dengan berlakunya keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI  : SEMARANG

PADA TANGGAL : 26 APRIL 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ISMAIL

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Departemen dalam Negeri di Jakarta;

3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;

4. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

5. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;

7. Kepala Kantor Wilayah I BAKN di Yogyakarta;

8. Para Pembantu Gubernur Jawa Tengah se Jawa Tengah;

9. Para Asisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;

10. Para Kepala Dinas dan Satuan-satuan Khusus Prop Dati I Jateng;

11. Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;

12. Kepala KPN se Jawa Tengah;

13. Para Kepala Biro Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;

14. Para Pejabat yang menerima delegasi wewenang dan yang menerima kuasa untuk menanda tangani;

15. Himpuana Surat Keputusan;

16. Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Arsip.  

